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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Indonesia  merupakan  negara  yang  berbentuk  republik  dimana  dalam
pelaksanaan  pemerintahannya dibagi  atas  daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  itu
dibagi  atas  daerah  kabupaten/kota. Pada  awalnya  Indonesia  menerapkan  sistem
sentralisasi sehingga seluruh keputusan dan kebijakan diurus oleh pemerintah pusat
dan pemerintah daerah tidak berwenang untuk membuat keputusan sendiri. Agar tidak
terjadinya ketimpangan terhadap pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah maka
sistem sentralisasi  tersebut  digantikan  oleh  sistem desentralisasi  berdasarkan  asas
otonomi daerah. 
Desentralisasi  menurut  UU  No.  33  Tahun  2004  menjelaskan  bahwa
penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom
berguna untuk mengatur  dan mengurus  urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
Salah  satu  tujuan  dari  adanya  suatu  otonomi  daerah  yaitu  dapat  mendorong
pemberdayaan masyarakat dan diharapkan kedepannya suatu daerah tersebut dapat
lebih  mandiri  serta  tidak  bergantung  kepada  pemerintah  pusat.  Pada  tahap  awal
pelaksanaan  otonomi  daerah  tersebut  tidak  semua  daerah  siap  melaksanakannya
karena  dalam pelaksanaan  otonomi  ini  suatu  daerah  secara  tidak  sengaja  dipaksa
untuk melakukan suatu perubahan, baik stuktur maupun proses dan kultur birokrasi
[ CITATION Mar04 \l 1033 ], sedangkan Halim (2012) menjelaskan bahwa ciri utama
suatu  daerah  yang  mampu  melaksanakan  otonomi  yaitu  kemampuan  keuangan
daerah,  artinya  suatu  daerah  harus  memiliki  kekuasaan  dan  kemampuan  untuk
menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri
yang cukup memenuhi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.  
Kebijakan otonomi daerah ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah
agar  meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
untuk menjalankan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien [ CITATION Pil09 \l
1033  ].  Sebagai  dampak  dari  kebijakan  otomomi  daerah  yaitu  setiap  pemerintah
daerah  memiliki  hak  dan kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan  daerahnya
seperti  kewajiban  dalam  meningkatkan  sumber  daya  manusia,  dan  sumber  daya
keuangan agar menjadi optimal.  Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola
daerahnya dapat dilihat dari Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
dimana menurut  Rochmah (2012) dapat  mencerminkan kemampuan daerah dalam
pendanaan, pembangunan, dan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Laporan APBD yang telah direalisasikan dapat digunakan untuk menganalisis kinerja
pemerintah  daerah.  Selain  itu,  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  juga  sangat
berpengaruh untuk mengukur kinerja pemerintah karena dapat mengetahui seberapa
besar  tingkat  kemandirian  pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat  dalam
mengelola  keuangan  daerah  dengan  segala  potensi  sumber  daya  yang  dimiliki
daerahnya,  dan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  kemandirian  keuangan  daerah
tersebut maka dapat digunakan rasio kemandirian. 
Rasio  kemandirian  adalah  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur  berapa
tingkat kemandirian suatu daerah. Apabila rasio kemandirian semakin tinggi maka
tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin rendah,
dan  sebaliknya.  Kemandirian  daerah  merupakan  hasil  dari  pelaksanaan  otonomi
daerah yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh
daerah tersebut. Keuangan daerah yang baik adalah keuangan daerah yang memiliki
PAD yang mencukupi dan tidak tergantung kepada pemerintah pusat serta PAD juga
dapat menjadi tolak ukur untuk melihat berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi
daerah  di  Indonesia  dalam  meningkatkan  kemandirian  daerah.  Laporan  Realisasi
Anggaran  (LRA)  yang  telah  dipublikasikan  pemerintah  daerah  juga  dapat
memberikan informasi yang bermanfaat dalam menilai kinerja keuangan pemerintah
daerah, karena LRA merupakan laporan pertanggungjawaban daerah yang utama.
Pada  saat  ini  pelaksanaan  desentralisasi  sudah  merata  di  seluruh  wilayah
Indonesia,  termasuk Provinsi Sumatera Barat.  Provinsi Sumatera Barat merupakan
daerah otonom di Indonesia yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota. Pada tahun
2017  perekonomian  di  Sumatera  barat  meningkat  dibandingkan  dengan  tahun
sebelumnya (BPS, 2018). Hal tersebut terjadi karena faktor meningkatnya lapangan
usaha pertanian yang merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Sumatera
Barat, membaiknya kinerja ekspor luar negeri, dan faktor lainnya . Perekonomian ini
juga  hampir  merata  di  seluruh kabupaten  dan kota  di  Sumatera  Barat  yang telah
diberikan  otonomi  daerah,  seperti  Kabupaten  Dharmasraya,  Kabupaten  Pasaman
Barat,  dan  Kabupaten  Solok  Selatan  sehingga  diharapkan  dapat  memiliki  tingkat
kemandirian dan pemerataan perekonomian pada daerahnya.
Berdasarkan  UU  No.38  Tahun  2003  menjelaskan  bahwa  dalam  rangka
mewujudkan  aspirasi  masyarakat  yang  berkembang  di  Kabupaten  Sijunjung,
Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat,  di  bidang  pemerintahan,  pembangunan  dan  kemasyarakatan,  serta
memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah.
Menimbang hal tersebut maka perlu dilakukan pemekaran wilayah karena pemerintah
kabupaten telah memenuhi kriteria kemampuan dalam segi ekonomi, potensi daerah,
kondisi sosial budaya dan politik, luas daerah, jumlah penduduk, dan pertimbangan
lainnya.  Beberapa  diantaranya  yaitu  Kabupaten  Dharmasraya  yang  merupakan
pemekaran  dari  Kabupaten  Sijunjung,  Kabupaten Pasaman Barat  yang merupakan
pemekaran dari Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Solok Selatan yang merupakan
pemekaran dari Kabupaten Solok. 
Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  ini  dilakukan  untuk  mengetahui
bagaimana  perbandingan  kinerja  keuangan  Kabupaten  Dharmasraya,  Kabupaten
Pasaman  Barat,  Dan  Kabupaten  Solok  Selatan  dengan  menggunakan  rasio
kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi belanja daerah, rasio efektifitas PAD,
rasio desentralisasi fiskal, dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Berdasarkan
pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan perbandingan kinerja keuangan
pemerintah dengan judul penelitian “Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Dan Kabupaten
Solok Selatan Tahun 2013-2017”.
1.2  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas  maka  rumusan  masalah  dalam
penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya
pada tahun 2013-2017?
2. Bagaimana  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Pasaman
Barat pada tahun 2013-2017?
3. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan
pada tahun 2013-2017?
4. Bagaimana  perbedaan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten
Dharmasraya, Pasaman Barat, dan Solok Selatan pada tahun 2013-2017? 
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  tujuan  dalam
penelitian ini adalah: 
1. Untuk  mengetahui  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten
Dharmasraya pada tahun 2013-2017.
2. Untuk  mengetahui  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten
Pasaman Barat pada tahun 2013-2017.
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok
Selatan pada tahun 2013-2017.
4. Untuk  mengetahui  perbedaan  kinerja  keuangan  pemerintah   daerah
Kabupaten  Dharmasraya,  Kabupaten  Pasaman  Barat,  dan  Kabupaten
Solok Selatan pada tahun 2013-2017.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:
1. Bagi Penulis
Penelitian ini  diharapkan dapat  menambah pengetahuan tentang kinerja
pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya,  Kabupaten Pasaman Barat,
Kabupaten Solok Selatan.
2. Bagi Instansi Pemerintah
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  sebagai  informasi,  bahan
perbandingan,  dan  acuan  dalam  upaya  peningkatan  kinerja  pemerintah
daerah  Kabupaten  Dharmasraya,  Kabupaten  Pasaman Barat,  Kabupaten
Solok Selatan, dan untuk kabupaten/kota lain pada umumnya.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini  diharapkan dapat  berguna sebagai  informasi  dan menjadi
acuan untuk penelitian selanjutnya.
4. Bagi Masyarakat Umum
Memberikan hasil yang dapat membantu pihak pemerintah daerah dalam
meningkatkan kinerja, maka masyarakat dapat merasakan pelayanan yang
lebih baik serta kesejahteraan yang meningkat.
1.5 Batasan atau Ruang Lingkup
Sesuai  dengan  rumusan  masalah,  tujuan  penelitian  serta  manfaat  dari
penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini akan membatasi ruang
lingkup  pada  beberapa  daerah  yang  termasuk  ke  dalam  daerah  pemekaran  yaitu
daerah  Kabupten  Dharmasraya,  Kabupaten  Pasaman  Barat,  dan  Kabupaten  Solok
Selatan  yang  dilihat  dari  Laporan  Realisasi  APBD tahun  2013-2017 yang  diukur
berdasarkan rasio kemandirian,  rasio efisiensi  belanja,  rasio efektifitas  PAD, rasio
desentralisasi fiskal, dan rasio ketergantungan keuangan daerah.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan penelitian ini terbagi berdasarkan lima bab, antara lain:
1. Bab I Pendahuluan :  Peneliti menjelaskan mengapa perlu untuk melakukan
penilaian  kinerja  keuangan  daerah  Kabupaten  Dharmasraya,  Kabupaten
Pasaman Barat, dan Kabupaten Solok Selatan. Bab I ini berisi tentang Latar
Belakang  Masalah,  Perumusan  Masalah,  Tujuan  Penelitian,  Manfaat
Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 
2. Bab  II  Landasan  Teori  :  Peneliti  juga  menjelaskan  mengenai  beberapa
penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  terdahulu. Bab  II  ini  berisi
tentang teori-teori dan definisi yang menjadi dasar perhitungan dan analisis
dalam penelitian ini. 
3. BAB III  Metode Penelitian  :  Bab  III  ini  berisi  tentang Desain  Penelitian,
Objek  Penelitian,  Variabel  Penelitian,  Jenis  dan  Sumber  Data,  Metode
Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.
4. BAB IV Pembahasan :  Bab IV ini berisi tentang Hasil Pengolahan Data dan
Pembahasan.
5. BAB  V  Penutup:  Bagian  penutup  yang  berisi  Kesimpulan  Penelitian,
Keterbatasan Penelitian, dan Saran.
